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BAB IV 
GAMBARAN UMUN LOKASI PENELITIAN 
4.1 Sejarah Kota Padang Panjang  
Kota Padang Panjang mempunyai julukan Kota Serambi Mekkah dan juga 
dikenal sebagai Mesir van Andalas. Kawasan ini sebelumnya merupakan bagian 
dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh. Pada masa Perang Padri kawasan ini 
diminta oleh Belanda menjadi salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu 
loncatan untuk menundukan kaum padri yang masih menguasai Luhak Agam. 
Selanjutnya Belanda membuka jalur baru di kota ini menuju Kota Padang karena 
lebih mudah diakses dibandingkan melalui kawasan Kubung XIII di Kabupaten 
Solok. 
Kota Padang Panjang pernah menjadi Pusat Pemerintahan sementara Kota 
Padang, setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda 
sekitar tahun 1947. 
Kota Padang Panjang berada di ketinggian yang terletak antara 650 sampai 
850 meter diatas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawa 
sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1°C dan minimum 21.8°C, dengan curah 
hujan yang tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun. Dibagian utara dan sedikit ke 
barat berjejer tiga Gunung yaitu, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan 
Gunung Tandikek. Secara topografi kota ini berada pada dataran tinggi yang 
bergelombang, dimana sekitar 20,17% dari keseluruhan wilayah merupakan 
kawasan relative landau (kemiringan dibawah 15%) sedangkan selebihnya 
merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan serta sering terjadi longsor 
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akibatstruktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada 
kawasan yang landau di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan 
sangat baik untuk pertanian. 
4.2 Pemerintahan Kota Padang Panjang 
 Kota Padang Panjang sebagai pemerintah daerah terbentuk berdasarkan 
Undang-undang nomor 8 tahun 2006 tentang pembentukan daerah otonom kota 
kecil dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 maret 
1956. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, status kota 
ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. 
 Berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja nomor 12/K/DPRD-
PP/57 tanggal 25 September 1957, maka kota Padang Panjang dibagi atas 4 
wilayah  administrasi, yakni Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort 
Pasar dan Resort Bukit Surungan. Kemudian berdasarkan undang-undang nomor 
18 tahun 1965 istilah kota Praja diganti menjadi kota Madya dan berdasarkan 
peraturan menteri nomor 44 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 
1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintah kelurahan, maka resort diganti 
menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan berdasarkan peraturan 
pemerintah nomor 13 tahun 1982 kota padang panjang dibagi atas dua kecamatan 
dan 16 kelurahan. 
 Berdasarkan peraturan daerah kota padang panjang nomor 17 tahun 2004 
maka ditetapkan hari jadi kota Padang Panjang jatuh pada tanggal 1 Desember 
1790. Kecamatan di Kota Padang Panjang adalah Kecamatan Padang Panjang 
Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. 
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4.3 Visi dan Misi Kota Padang Panjang 
4.3.1 Visi Kota Padang Panjang 
Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera 
a Padang Panjang Amanah memiliki makna pemerintah daerah dan 
masyarakat kota padang panjang mampu melaksanakan hak dan 
kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang terkait. 
b Padang Panjang Aman memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak 
kriminalitas, tetapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi yaitu : 
masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar dan serta 
lebih mandiri. 
c Kehidupan yang sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat dalam 
keadaan makmur, sehat dan damai. 
Dengan demikian Visi Kota Padang Panjang Amanah, Aman, dan 
Sejahtera mengandung makna sebagai kota yang mencerminkan unsur 
pemerintahan dan masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku. Terpenuhinya kebutuhan 
dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang 
makmur, sejahtera dan damai. 
4.3.1 Misi kota Padang panjang 
a Menetapkan Tatakelola Pemerintah yang Amanah dan Anti KKN. 
b Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan islami. 
c Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 
d Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Lemah. 
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e Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan 
f Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya 
4.4 Kesehatan Kota padang Panjang 
Kota Padang Panjang dengan luas wilayah yang relatif kecil ini memiliki 2 
Rumah Sakit yaitu 1 Rumah Sakit milik Pemerintah dan 1 lagi Rumah Sakit milik 
Swasta. Rumah Sakit Umum Daerah Kota padang Panjang yang merupakan milik 
Pemerintah memiliki jumlah kamar rawat inap sebanyak 148 kamar, sedangkan 
Rumah Sakit Swasta yakni Rumah Sakit Islam Ibnu Sina (YARSI), memiliki 
kapasitas kamar rawat inap sebanyak 32 kamar. 
Selain itu dalam rangka mendukung misi utama pembangunan Kota 
Padang Panjang periode tahun 2013-2018 yaitu peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat saat ini telah berdiri dua perguruan tinggi bidang kesehatan 
yang dikelola oleh pihak swasta yaitu: Akademi Keperawatan (AKPER) Nabila 
dan Akademi Keperawatan (AKPER) Imam Bonjol. 
4.5 Gambaran Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 
4.5.1 Tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 
Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang No 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Pangan dan Pertanian maka Dinas Pertanian Kota Padang Panjang 
mempunyai tugas pokok yakni sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di 
bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan 




4.5.2 Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian 
1. Kepala Dinas. 
2. Sekretariat terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian. 
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari: 
a. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 
b. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan. 
c. Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari: 
a. Seksi Produksi Peternakan. 
b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan. 
c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet. 
5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari: 
a. Seksi Perikanan. 
b. Seksi Penyuluhan. 
c. Seksi Kelembagaan Tani 
6. Bidang Ketanahan Pangan, terdiri dari: 
a. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan. 
b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan. 
c. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
7. UPTD; dan 
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8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
4.5.3 Tugas, Fungsi dan Uraian  
1. Kepala Dinas mempunyau tugas membantu walikota dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, 
kelautan dan perikanan. 
2. Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di 
lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. 
3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan 
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang 
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. 
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian 
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan. 
5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang 
Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan 
6. Bidang Ketanahan Pangan mempunyai tugas penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi 
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